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Menimbang

Mengingat

PROPIIISI JAWA TIMUR
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HTIrTERI AGAHA NEFT'BLII( IISI)O:I{ETEII.,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelengamkan madrasatr sesuai dengan stalrdsr nasi*nal
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercanrtum dalam I^ampiran Keputusan iai telah
?rabis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah ;

d. khwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud
dalam huruf a huruf tr dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangan lzirl Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MIFTAHUL KHOIR KABUPATEN SAMPANG
Proyiasi Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a3O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Stardar
Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tcntang
Perub.han Kedua Atas Pemturan Pemeriutah Nomor L9
Tahun 2OOS tentang Standar Nasional pihaiAiUn {Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Ixmharan Negara Republik Indonesia Nomor 567O);

Feraturan Pemerintah Nomor 48 Tahua 2008 teatang
Perrdaraan Pendidikan fumbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan I*mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a);

2.

arr.



Mc*perhatikaa

Ir{eaetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolean dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambalran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
I$omor 66 Tahun 2O1O tentang Perubalran Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan f,embaran Negara Republik
Indoaesia Tatrun 2O1O Nomor 1^l2, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Meaengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, darl Sekolatr Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupatenl Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 ?a}:un 2013
teatang Perubahar Atas Peraturan Menteri Perrdidikan
Nasicnal Nomor t5 Tahun 2S1O tentaag Staadar Pelayaaan
Minimal Pendidikan di Kabupate $ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Peayelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negam Republik
Iadonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direhur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tatrun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekris Perpanjanga:r tzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomeadasi dari Kepla Karrtor Kemeirterian Agama KABUPATSN
SAMPANG Nomor : Kd.15.2ll 2/PP.OA / 5A/ ?OLO Tanggal 10
Maret 2OL6;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTAI{G PEMBERIA}.T IZIN
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL
KHOIR KAEIUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan lxrlranjangan izin pendirianfoperasional madrasah
kep.da. madrasah sebgaimana tercantum daIam Lampimn yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
peruadang-undangan;

: Keputusal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

INDONESIA

Ditetapkan di Sidoarl'o
pada tanggal 1O Mei 2OL6

a.n. MENTERI AGAMA

L
s0198703101414
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